
BUPATI ROTE NDAO 
PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR 

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO 
NOMOR 7 TAHUN 2023 

TENTANG 
PETUNJUK TEKNIS EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA 

INSTANSI PEMERINTAH LINGKUP 
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2023 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

l 

Menimbang 

Mengingat 

BUPATI ROTE NDAO, 

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1)  
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 
Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah, setiap pimpinan 
lnstansi Pemerintah menetapkan kebijakan 
teknis evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah di Instansinya masing- masing 
dengan berpedoman pada Peraturan Menteri; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis 
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023; 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi 
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4184); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah f 
diubah beberapa kali terakhir dengan )y  

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- ] 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 

1 
Tahun ... 



Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran 
Negara Republic Indonesia Nomor 6841); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 
Pemerintah (Lembaran Negara Republic Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republic Indonesia Nomor 4614); 

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014Nomor 80); 

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 

Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun2021 Nomor 1569); 

MEMUTUSKAN: 

II 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK 
TEKNIS EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA 
INSTANSI PEMERINTAH LINGKUP KABUPATEN 
ROTE NDAO. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud Dengan: 
1. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya 

disingkat AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan 
kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

2. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang 
selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari 
berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk 
tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, 
pengklasiikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada 
instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungiawaban dan 
peningkatan kinerja instansi pemerintah. 

3. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat 
pencapaian sasaran atau tujuan dari instansi pemerintahan 41 
sebagai penjabaran visi, misi dan strategi instansi pemerintah l 
yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan # 
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan 
yang ditetapkan. 
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4. Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat 
LKIP adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan 
lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan 
rencana kerja yang ditetapkan dalam pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah. 

5. Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, 
pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan masalah, 
serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna 
peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi 
pemerintah. 

6. Evaluatan adalah entitas yang dilakukan evaluasi AKIP 
Kabupaten Rote Ndao yaitu Perangkat Daerah dan/ atau unit 
kerja organisasi di lingkungannya. 

7. Tim Evaluator adalah adalah tim yang dibentuk oleh lnspektur 
Kabupaten Rote Ndao untuk melaksanakan kegiatan evaluasi 
AKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao. 

8. Lembaran Kriteria Evaluasi yang selanjutnya disingkat LKE 
adalah suatu ketetapan mengenai macam dan jenis pertanyaan 
atau isian ntuk penilaian evaluasi dari masing-masing 
komponen dan sub komponen. 

9. Kertas Kerja Evaluasi yang selanjutnya disebut evaluasi 
adalah dokumen bukti evaluasi yang berisi pertanyaan/isian, 
rincian data, analisis atau pencatatan lain yang dianggap 
penting sebagai dokumentasi pelaksanaan evaluasi. 

10. Laporan Hasil Evaluasi yang selanjutnya disingkat LHE adalah 
dokumen pelaporan yang berisi simpulan, uraian hasil 
permasalahan atau temuan hasil evaluasi (tentative finding) dan 
saran perbaikan atas penerapan Sistem AKIP pada evaluatan. 

11 .  Ikhtisar Hasil Evaluasi adalah dokumentasi kompilasi atas 
evaluasi yang memuat informasi tentang simpulan umum hasil 
evaluasi dan pemeringkatan Perangkat Daerah berdasarkan 
nilai hasil evaluasi AKIP Kabupaten Rote Ndao. 

12. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao. 

13. Bupati adalah Bupati Rote Ndao. 
14. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan dewan perwakilan 
rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana /, 
dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik T 

Indonesia Tahun 1945. Q 

15. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur T 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom. 

II 
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16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD 

dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah. 

17. Inspektorat Kabupaten Rote Ndao yang selanjutnya disebut 

Inspektorat adalah perangkat daerah yang merupakan aparat 

pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab 

langsung kepada Bupati. 

Pasal 2 

(1 )  Tujuan umum evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui tingkat 

pelaksanaan AKIP dalam mendorong peningkatan pencapaian 

kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Perangkat 
Daerah. 

(2) Tujuan khusus evaluasi AKIP adalah: 
a. memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; 
b. menilai tingkat implementasi SAKIP; 
c. menilai tingkat akuntabilitas kinerja; 
d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; 

dan 
e. memonitor pelaksanaan tindak lanjut saranperbaikan 

hasil evaluasi periode sebelumnya. 

BAB II 
PELAKSANAAN EVALUASI AKIP 

Pasal 3 
(1)  Evaluasi AKIP dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal 

Pemerintah (APIP). 
(2) Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam 

melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  
dapat menggunakan instrumen evaluasi berbasis elektronik. 

Pasal 4 
(1) Evaluasi AKIP dilaksanakan setiap tahun. 
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  dilakukan oleh 

Tim Evaluator yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Pasal 5 

(1)  Pelaksanaan evaluasi AKIP sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat ( 1) mengacu pada petunjuk pelaksanaan 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(2) Hasil Pelaksanaan evaluasi AKIP sebagaimana dimaksud $ 
dalam Pasal 5 ayat (1 )  dituangkan dalam hasil evaluasi l 
akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebagaimana f 

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 

terpisahkandari Peraturan Bupati ini. 

BAB III ... 
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BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Rote Ndao. 

· Ba'a 
peer2023 

· T  
' i  t  

t 

I ­  -  ULLU 
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diundangke di Ba'a 
pada tang {l 2Gp0en'or 2023 

'ls~gErijj pi~Fi s~PEN ROTE NDAO,, 
. - - . ·I 

. · < i f ] "  .  
$  JC {As MATHEOS SELLY 

. 

BE'ZITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2023 NOMOR 07 
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LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI 

ROTE NDAO NOMORSTTAHUN 2023 
TENT ANG PETUNJUK TEKNIS 
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA 
INSTANSI PEMERINTAH LINGKUP 
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 
2023 

PETUNJUK TEKNIS EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI 
PEMERINTAH LINGKUP KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2023 

BABI 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Evaluasi AKIP 

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu 
strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat 
pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan 
pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang 
kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada 
masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 

2014 ,  Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (SAKIP) 

merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan 
prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan 

pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, 

pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, 

dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja 
instansi pemerintah. 

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP 
dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian 
kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu 

dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. 

Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap perangkat 
daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan 
implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) 
yang telah direncanakan. 

Pelaksanaan evaluasi AKIP harus dilakukan dengan sebaik­ 
baiknya. Untuk itu, diperlukan suatu petunjuk pelaksanaan t 
evaluasi AKIP yang dapat dijadikan panduan bagi para evaluator. , 
Petunjuk pelaksanaan ini disusun dengan maksud untuk T 
memberikan pedoman dalam rangka evaluasi AKIP, yang berisi 

tentang metode evaluasi, mekanisme pelaksanaan evaluasi, dan 
pelaporan hasilevaluasi. 

B. Kerangka ... 
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8. Kerangka Logis Evaluasi AKIP 

Evaluasi AKIP diawali dengan perumusan tujuan evaluasi, 

kemudian dilanjutkan dengan penentuan ruang lingkup evaluasi, 

perancangan desain evaluasi, menentukan mekanisme 
pelaksanaan evaluasi, diakhiri dengan pelaporan dan 

pengomunikasian hasil evaluasi. Kerangka logis evaluasi AKIP 

secara umum dapat digambarkan sebagai berikut : 

[ PERUMUSAN TUJUAN EV ALUASI I 
... 

I PENENTUAN RUANG LINGKUP EV ALUASI I 
«••••>«•>- ••••••-,"•<•"•»«o«,,., __, 

PERANCANGAN DESAIN EVALUASI 

II 

hi 

IETODOLOGI DAN TEKNIK 
• C  •  

INSTRUMEN DAN ALAT 

[ MEKANISME PELAKSANAAN EVALUASI ] 

- PELAPORAN DAN PENGOMUNIKASIAN HASIL EVALUASI 

C. Tujuan Evaluasi AKIP 

Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui 
sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk 

mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran 
dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong 

setiap perangkat daerah untuk berkomitmen dan secara 

konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah 

direncanakan melalui implementasi SAKIP. 

Tujuan evaluasi AKIP secara khusus dapat ditentukan 

setiap tahun sesuai dengan kebijakan atas implementasi SAKIP 

yang ditetapkan. Tujuan dan Sasaran evaluasi sangat bergantung f 
pada para pihak pengguna hasil evaluasi dan kebijakan pimpinan 
perangkat daerah/unit kerja yang diberi wewenang untuk 

melakukan evaluasi, dengan mempertimbangkan berbagai kendala 

yang ada. Tujuan khusus dilakukannya evaluasi AKIP setiap 

tahunnya adalah minimal untuk: 

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP; 

2. Menilai tingkat implementasi SAKIP; 

3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja; 

4. Memberikan ... 
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peningkatan untuk 4. Memberikan saran perbaikan 

implementasi SAKIP; dan 

5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi 

periode sebelumnya. 

D. Ruang Lingkup Evaluasi AKIP 

Evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap 
implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja baik 

perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja 

jangka menengah, dan perencanaan kinerja jangka pendek. 

Termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran 

kinerja, dan monitoring pengelolaan data kinerja, sampai pada 

pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja. 

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP 
mencakup, antara lain : 

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang 
akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang 
berkesinambungan; 

2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan 
yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi 
dalam mencapai kinerja; 

3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas 
atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja 
serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang 
memberikan dampak besar dalam penyesuaian 
strategi/kebijakan dalam mencapaikinerja berikutnya. 

4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang t 
memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan 
implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; q 

dan T 

5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta 
kinerja lainnya. 

BAB II ... 
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BAB II 

PERANCANGAN DESAIN EVALUASI AKIP 

Informasi pertanggungjawaban kinerja yang diungkapkan 
dalam dokumen laporan kinerja bukanlah merupakan satu­ 
satunya informasi yang digunakan dalam evaluasi AKIP. 
Perencanaan kinerja perlu menjadi perhatian utama dalam 
evaluasi AKIP diantaranya dengan melihat perubahan yang lebih 
baik dalam perencanaan kinerja berdasarkan hasil kinerja 
sebelumnya. Informasi terkait kinerja lainnya dapat digunakan 
dalam analisis evaluasi AKIP, juga termasuk berbagai hal yang 
dapat dihimpun guna mengukur keberhasilan atau pun 
keunggulan perangkat daerah. Cakupan informasi jika dilihat dari 
kepentingan pihak-pihak pengguna informasi hasil evaluasi, 
antara lain : 

1. Informasi untuk mengetahui tingkat 
kemajuan/ perkembangan (progress); 

2. Informasi untuk membantu agar tetap berada pada alurnya 
( efektif); dan 

3. Informasi untuk meningkatkan efisiensi. 

Desain evaluasi pada intinya mengidentifikasikan jenis 
informasi yang perlu disesuaikan dengan tujuan evaluasi, 
misalnya: deskripsi, pertimbangan profesional (judgement), dan 
interpretasi. Jenis pembandingan yang akan dilakukan harus 
disesuaikan dengan jenis penilaian (penilaian kelayakan/ progress, 

penilaian efektivitas, dan evaluasi efisiensi) yang masing- masing 
memerlukan jenis pembandingan yang berbeda, sehingga 
memerlukan desain evaluasi yang berbeda. 

Elemen-elemen dalam desain evaluasi yang harus 
dipertimbangkan secara spesifik dalam pengumpulan informasi, 
antara lain: 

• 

1. Jenis informasi;_ 

2. Sumber informasi; 

3. Metode pengumpulan informasi; 

4. Waktu dan frekuensi pengumpulan informasi; 

5. Pembandingan hasil analisis informasi (dampak 
hubungansebab- akibat); dan 

6. Analisis perencanaan. 

atau 

Berdasarkan pertimbangan di atas, desain evaluasi AKIP 
yangperlu dibentuk setidaknya memenuhi kebutuhan berikut : 

A. Sumber ... 
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A. Sumber Daya, Instrumen, dan Alat Evaluasi AKIP 

Pengorganisasian evaluasi AKIP bertujuan untuk 
mempersiapkan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) 
evaluator, perencanaan evaluasi, pelaksanaan evaluasi, dan 
pengendalian evaluasi. 

1. Kebutuhan SDM Evaluator 

Susunan Tim Evaluasi terdiri atas: 

a. Penanggung Jawab; 

b. Wakil Penanggungjawab; 

c. Pengawas (Supervisor); 

d. Ketua Tim; dan 

e. Anggota Tim. 

2. Perencanaan Evaluasi AKIP 

Dalam perencanaan evaluasi AKIP terdapat beberapa 
halpenting yang perlu dipertimbangkan, yaitu: 

a. Identifikasi pengguna hasil evaluasi; 

b. Pemilihan pertanyaan evaluasi yang penting; 

c. Identifikasi informasi yang akan dihasilkan; dan 

d. Identifikasi sistem komunikasi dengan pihak 
terkait. Jenis evaluasi AKIP yang digunakan, 
Evaluasi Terbatas. 

Evaluasi ini menggunakan langkah-langkah pada evaluasi 
sederhana, hanya saja ditambah dengan berbagai konfirmasi, 
pengujian, dan penelitian terbatas pada komponen 
akuntabilitas kinerja tertentu. Misalnya, evaluasi untuk 
mengetahui tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP 
sebelumnya atau evaluasi untuk mengetahui akuntabilitas 
kinerja yang terbatas pada penelitian, pengujian, dan 
penilaian atas kinerja pelaksanaanprogram tertentu. 

B. Metode dan Teknik. Evaluasi AKIP 

1. Metodologi Evaluasi AKIP 

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi z 
AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan 
kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan <J... 
dan kegunaan (kemanfaatan). Dalam hal ini, evaluator 
perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas 

evaluasi yang akan dilakukan, serta kendala yang akan 

ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi. 

2. Teknik ... 
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2. Teknik Evaluasi AKIP 

Beberapa teknik dalarn evaluasi yang dapat digunakan 

dalam pelaksanaan evaluasi AKIP, antara lain: 

a. Cheklist Pengumpulan Data dan Informasi 

Merupakan teknik pengumpulan data dan 

informasi dengan menyerahkan serangkaian daftar 

kebutuhan data dan informasi yang akan diisi dan 
dipenuhi oleh perangkat daerah/unit kerja secara 

mandiri. Cheklist kebutuhan data dan informasi berisi 
daftar dokumen, data, dan/informasi yang dibutuhkan 

dalam pelaksanaan evaluasi AKIP, sehingga pihak 

penyedia informasi dan datan (responden) dapat 

memenuhi kebutuhan tersebut. 

b. Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana 

Merupakan bentuk pengumpulan data dan 

informasi yang dilakukan dengan pengajuan 

pertanyaan secara langsung kepada penyedia data dan 

informasi. 

c. Observasi 

Merupakan teknik pengumpulan data dan 

informasi dengan melakukan pengamatan terhadap 

suatu aktivitas. Observasi di sini dimaksudkan dalam 

pengertian sempit, yaitu observasi dengan 

menggunakan alat indera seperti mengunjungi lokasi 

dalam rangka mengamati proses dan jalannya 
aktivitas. 

d. Studi Dokumentasi 

Merupakan teknik mengumpulan data dan 4. 
informasi yang tidak secara langsung ditujukan kepada i 
atau diperoleh dari perangkat daerah yang dievaluasi, q 
melainkan melalui sumber literasi lain seperti peraturan f" 
perundangan dan media informasi baik cetak maupun 

elektronik./ digital. 

BAB III ... 
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BAB III 

MEKANISME EVALUASI AKIP 

Mekanisme evaluasi AKIP dapat dikelompokan dalam beberapa 

tahapan, antara lain pendokumentasian, analisis, dan interpretasi 

data dan informasi yang diperlukan dalam evaluasi AKIP, 

pembahasan dan penyusunan rancangan Laporan Hasil Evaluasi 

(LHE), reviu rancangan LHE AKIP, serta pengendalian evaluasi 

AKIP, seperti gambar berikut: 

• 

Pendokumentasian 

Data 

I Analisis Data I 
I Interprestas! Data I .. I Pllml!itwin dan PeQvusynan I f 

Pemantauan Berkelanlutan 
Rancangan LHE , 

4 t 
an u s _J ) ]_ a« n saa ]  

1. Pendokumentasian, Analisis, dan Interpretasi Data 

Aktivitas utama dalam pelaksanaan evaluasi adalah 
pengumpulan dan analisis data serta menginterpretasikan 

hasilnya melalui Lembar Kerja Evaluasi (LKE). Hal ini sesuai 

dengan tujuan evaluasi yaitu untuk memberikan keyakinan 

bahwa implementasi SAKIP yang telah dilakukan oleh perangkat 

daerah/unit kerja telah memadai, kemudian dapat diberikan 

saran atau rekomendasi gunameningkatkan AKIP. 

2. Pembahasan dan Penyusunan Rancangan Laporan 

Hasil Evaluasi (LHE) 

Sebelum rancangan LHE disusun, dilakukan pembahasan 
oleh tim evaluator, termasuk pengawas (supervisor), wakil q 
penanggungjawab dan penanggung jawab atas informasi hasil f'­ 
evaluasi yang diperoleh tim evaluator. Rancangan LHE harus 

disusun oleh Tim Evaluator setidaknya memuat: 

a. Nilai ... 
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a. Nilai/ Predikat Hasil Evaluasi; 

b. Kondisi; dan 

c. Rekomendasi. 

Meskipun sebelum penyusunan rancangan LHE telah 

diadakan pertemuan pembahasan di internal tim evaluator, 
dalam penerapannya perlu dilakukan pembahasan rancangan 

LHE bersama-sama dengan tim yang lain. 

3. Reviu Rancangan LHE AKIP 

LHE disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan 

mengungkapkan hal-hal penting bagi perbaikan manajemen 

kinerja perangkat daerah/unit kerja yang dievaluasi. 

Permasalahan atau temuan sementara hasil evaluasi (tentative 

finding) dan saran perbaikannya harus dapat diungkapkan 

secara jelas dan dikomunikasikan kepada pihak perangkat 

daerah/unit kerja yang dievaluasi untuk mendapatkan 
konfirmasi ataupun tanggapan bahkan perbaikan secukupnya. 

Penulisan LHE harus mengikuti kaidah-kaidah umum 
penulisan laporan yang baik, antara lain penggunaan kalimat 

yang jelas dan bersifat persuasif untuk perbaikan, tidak 
menggunakan ungkapan yang ambigu sehingga 

membingungkan dalam proses penyimpulan dan kompilasi 

data. Evaluator harus berhati-hati dalam menginterpretasikan 
data hasil evaluasi, menyimpulkan, dan menuangkannya dalam 
LHE. 

Setelah rancangan LHE disusun oleh Tim Evaluasi, 
dilakukan reviu draft LHE secara berjenjang oleh pengendali 
teknis dan pegendali mutu untuk memastikan objektivitas 

serta kesesuaian standar kualitas LHE, sebelum akhirnya LHE 
ditandatangani oleh penanggungjawab evaluasi. 

4. Pengendalian Evaluasi AKIP 

Pengendalian evaluasi AKIP dimaksudkan untuk menjaga 
agar evaluasi berjalan sesuai dengan rencana untuk mencapai 
tujuan evaluasi. Aktivitas ini perlu dilakukan agar proses 
evaluasi tetap terarah pada kesimpulan yang bermanfaat, 
sesuai dengan target, tepatwaktu, serta tepat biaya. 

Pengendalian evaluasi AKIP yang dapat dilakukan antara lain : 

a. Melakukan pembahasan berkala internal tim evaluator; 

b. Melakukan pembahasan berkala antara sesama tim 

evaluator; dan 

c. Melakukan pembahasan dengan pihak lain yang terlibat atau 

berpengalaman lebih dalam evaluasi (tenaga ahli). 

Pembahasan antar evaluator (anggota tim, ketua tim, 

pengawas, dan/ atau penaggung jawab evaluasi) perlu dilakukan 

untuk ... 
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untuk menjaga mutu basil evaluasi, antara lain dengan cara 
sebagai berikut: 

a. Reviu tingkat 1 dilakukan di masing-masing internal tim 
evaluasi. 

b. Reviu tingkat 2 dilakukan dalam bentuk forum panel lintas 
tim evaluasi, untuk menentukan standarisasi nilai dan 
penetapan kategori basil evaluasi. 

Hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan tim, 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian evaluasi, seperti 
mekanisme penerbitan surat tugas dan penerbitan laporan hasil 
evaluasi tetap mengikuti kebijakan- kebijakan yang berlaku. 

BAB IV . . .  
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BAB IV 

PELAKSANAAN EVALUASI AKIP 

Berdasarkan pada kebutuhan dalam pelaksanaan evaluasi 

AKIP, pelaksanaan evaluasi AKIP dilakukan melalui dua tahapan 

yaitu yang pertama adalah tahapan persiapan evaluasi atau yang 
bisa disebut dengan Pra Evaluasi dan Pelaksanaan Evaluasi itu 

sendiri, seperti digambarkan sebagai berikut: 

• 

I  Evaluasi AKIP I 
A. Pra Evaluasi AKIP 

1. Tujuan dan Manfaat Pra Evaluasi 

Pra Evaluasi AKIP bertujuan untuk memperoleh 

gambaran awal secara umum tentang perangkat daerah 

/unit kerja yang akan dievaluasi. Sedangkan manfaat pra 
evaluasi, antara lain: 

a. Memberikan gambaran pemaha.man dasar mengenai 
kinerja utama atau peran dasar perangkat daerah 
/unit kerja yang akan dievaluasi; 

b. Memberikan informasi tentang fokus 
prioritas yang menjadi perhatian dalam evaluasi; dan 

c. Agar dapat merencanakan dan mengorganisasikan 
evaluasisecara berkualitas dan sesuai tujuan. 

2. Jenis Data dan lnformasi yang Dikumpulkan pada Pra 
Evaluasi Sesuai dengan tujuan dan manfaat pra evaluasi, 
beberapa data/informasi yang diharapkan diperoleh terkait 
perangkat daerah/unit kerja yang akan dievaluasi, antara 
lain: 

a. Peraturan perundangan yang mendasari; 

b. Mandat; 

c. Tugas, fungsi, dan kewenangan; 

d. Struktur organisasi; 

e. Hubungan/koordinasi dengan organisasi lain; 

f. Permasalahan dan isu strategis; 

g. Kinerja utama (sasaran strategis dan indikator kinerja); 

h. Aktivitas utama; 

i. Sumber pembiayaan; 

j. Capaian kinerja beserta dengan analisis capaian 

kinerja; h 
k. Sistem informasi kinerja yang digunakan; dan 

I. Hasil . . .  
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I. Hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya. 

Dalam tahapan pra evaluasi, evaluator hendaknya 
tidak terjebak pada pengumpulan data yang terlalu 
mendetail, karena pada dasarnya pra evaluasi 
dititikberatkan untuk memahami perangkat daerah/unit 
kerja yang akan dievaluasi secara umum yang hasilnya 
akan digunakan sebagai data awal dalam merencanakan 
evaluasi. 

3. Teknik Pengumpulan Data dan Informasi Pra Evaluasi 
Pengumpulan data dan informasi pra evaluasi AKIP dapat 

dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan survei 
melalui cheklist pengumpulan data dan informasi, 
komunikasi melalui tanya jawab sederhana kepada 
penyedia data dan informasi, observasi data dan 
informasi, atau studi dokumentasi mnelalui sumber literasi 
lain seperti peraturan perundangan dan media informasi 
baik cetak maupun elektronik/digital. Pengumpulan data 
dan informasi pra evaluasi AKIP juga dapat dilakukan 

dengan melakukan kombinasi diantara beberapa cara 
terse but. 

B. Pelaksanaan Evaluasi AKIP 

1. Penetapan Variabel dan Bobot Penilaian 

Evaluasi AKIP difokuskan pada kriteria-kriteria yang 
telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan basil 
evaluasi AKIP tahun sebelumnya. Data dan informasi yang 
digunakan dalam evaluasi merupakan data dan informasi 
terakhir yang digunakan dalam implementasi SAKIP saat 
evaluasi berjalan. Isu penting yang perlu diungkap melalui 
evaluasi AKIP ini, antara lain: 

a. Kualitas perencanaan 
dicapai untuk 
berkesinambungan; 

b. Pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang 
telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi 
dalam mencapai kinerja; 

c. Pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas 
pencapaian kinerja, baik keberhasilan/ kegagalan 

kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang 

memberikan dampak besar dalam penyesuaian 
strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya; 
dan 

d. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang 

memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan 

implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi 
kinerja. 

Evaluasi . .. 
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Evaluasi AKIP harus dapat memberikan simpulan 
hasil penilaian beberapa variabel, antara lain kriteria­ 
kriteria yang ada dalam penerapan komponen-komponen 
manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, 
pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi 
akuntabilitas kinerja internal sebagai fakta obyektif 
perangkat daerah/unit kerja mengimplementasikan SAKIP. 
Komponen- komponen tersebut kemudian dituangkan 
dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE), sesuai dengan kriteria 
masing- masing koroponen. Variabel- variabel tersebut, 
yaitu: 

a. Komponen 

Terdiri dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran 
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas 
Kinerja Internal. 

b. Sub-komponen 

Dibagi dengan gradasi Keberadaan, Kualitas, dan 

Pemanfaatan pada setiap komponen. 

c. Kriteria 

Merupakan gambaran kondisi yang perlu dicapai di 

setiap sub- komponen untuk dapat dinilai apakah 

kondisi tersebut sudah atau belum dicapai dan dapat 
digambarkan atau tidak. 

LKE menyajikan komponen, sub-komponen, serta 
dilengkapi dengan kriteria penilaian, dengan bobot 
sebagai berikut: 

■ 

omcore Sub-omponen 

FF=u tr=a SF-El 
E £ E 

a n 0 e 

a 0 0 0 

0 z 53 c 

0 c3 £ 0 

£ c e E 

Berdasar data dan informasi yang dikumpulkan, t 
LKE kemudian dianalisis, dan digunakan sebagai 

bahan dasar dalam menyusun Laporan Hasil Evaluasi 

(LHE). V ariabel dalam LKE AKIP dapat dipetakan 
sebagai berikut : 

Tabel. .. 
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1 .  Perencanaa 1. Dokumen 

n Kinerja Perencanaan 

kinerja telah 

terseclia. 

1. Terdapat pedoman 

teknis 
perencanaan 

kinerja. 

2. Terdapat dokumen 
perencanaan 

kinerja jangka 

panjang. 

3. Terdapat dokumen 
perencanaan 

kinerja jangka 

menengah. 

4. Terdapat dokumen 

perencanaan 

kinerja jangka 

pendek. 

5. Terdapat dokumen 

perencanaan 
aktivitas yang 

mendukung 

kinerja. 

6. Terdapat dokumen 
perencanaan 

anggaran yang 

mendukung 

kinerja. 

7. Setiap unit satuan 

kerja merumuskan 

dan menetapkan 

Perencanaan 

Kinerja 

8. Dokumen 1. Dokumen 

Perencanaan Perencanaan 
kinerja telah Kinerja telah 

memenuhi diformalkan. 

standar yang 
2. Dokumen 

baik, yaitu 
Perencanaan 

untuk mencapai 
Kinerja telah 

# hasil dengan 
dipublikasikan 

ukuran kinerja 

yang SMART, 3. Dokumen 

l menggunakan Perencanaan 

penyelarasan Kinerja telah 

( cascading) menggambarkan 

disetiap ... 
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disetiap level Kebutuhan atas 

secara logis, Kinerja sebenarnya 

serta yang perludi capai. 

memperhatikan 
kinerja bidang 

lain 

(crosscutting). 

4. Kualitas Rumusan 

Hasil 

(Tujuan/ Sasara) 
telahjelas 

menggambarkan 

kondisi kinerja 

yangakan dicapai. 

5. Ukuran 

Keberhasilan 
(Indikator Kinerja) 

telahmemenuhi 

kriteriaSMART. 

6. Indikator Kinerja 

Utama (IKU) telah 

menggambarkan 

kondisi Kinerja 

Utama yang 

harus dicapai, 

tertuang secara 

berkelanjutan 

( sustainable- tidak 

sering diganti 

dalam 1 periode 

perencanaan 

Strategis). 

7. Target yang 

ditetapkan dalam 

Perencanaan 
Kinerja dapat 

dicapai 

@achievable), 

menantang, dan 

realistis. 

8. Setiap Dokumen 

Perencanaan 

Kinerja 

menggambarkan 

hubungan yang 

berkesinambunga 

n, serta selaras 

• 
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antara londisi/ 
Hasil yang akan 

dicapai di setiap 
leveljabatan 

(Cascading). 

9. Perencanaan 

kinerja dapat 

memberikan 

informasi tentang 

Hubungan kinerja, 

strategi kebijakan, 

bahkan aktivitas 

antar 

bidang/ dengan 
tugas dan fungsi 

lain yang 

berkaitan 

(Crosscutting). 

10. Setiap pegawai 

merumuskan dan 
menetapkan 

Perencanaan 

Kinerja. 

2. Perencanaan 1. Anggaran yang 
Kinerja telah ditetapkan telah 
dimanfaatkan mengacu pada 
untuk Kinerja yang ingin 
mewujudkan dicapai. 
hasilyang 

2. Aktivitas yang 
berkesinambung 

dilaksanakan 
an. 

telah mendukung 

Kinerja yangingin 

dicapai. 

3. Target yang 

ditetapkan dalam 

Perencanaan 

Kinerja telah 

dicapai dengan 

baik, atau 

setidaknya masih 

on the right track. 

■ 
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4. Rencana aksi 

kinerja dapat 

berjalan dinam.is 

karena capaian 

kinerja selalu 

dipantau secara 

berkala. 

5. Terdapat 

perbaikan/ 
penyempurnaan 

Dokumen 

Perencanaan 

Kinerja yang 

ditetapkan dari 

hasil analisis 

perbaikan kinerja 

sebelumnya. 

6. Terdapat 

perbaikan/ 

penyempurnaan 

Dokumen 

Perencanaan 

Kinerja dalam 

mewujudkan 
kondisi/hasil 
yanglebih baik. 

7. Setiap 

unit/satuan kerja 

memahami dan 

peduli, serta 

berkomitmen 

dalam mencapai 

kinerja yang telah 

direncanakan. 

8. Setiap Pegawai 

memahamidan 

peduli, serta 

berkomitmen 

dalam mencapai 

kinerja yang telah 

direncanakan. 

2. Pengukurar 1. Pengukuran 1. Terdapat pedoman 

Kinerja. Kinerja telah teknis pengukuran 

dilakukan. kinerjadan 

pengumpulan 

data ... 
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data kinerja. 

2. Terdapat Definisi 

Operasional yang 
jelas atas kinerja dan 
cara mengukur 

indikator kinerja. 

3. Terdapat mekanisme 

yang jelas terhadap 

pengumpulan data 

kinerja yang dapat 

diandalkan. 

2. Pengukuran 1. Pimpinan selalu 
Kinerja terlibat sebagai 

telah pengambil Keputusan 

menjadi (Decision Maker) dalam 
kebutuhan mengukur capaian 

dalam kinerja. 

mewujudka 
2. Data kinerja yang 

n Kinerja 
dikumpulkan telah 

I 
secara relevan untuk 
Efektif dan mengukur capaian 
Efisien dan 

kinerja yang 
telah 

diharapkan. 
dilakukan 

secara 

berjenjang 

dan 

berkelanjut 

an. 

3. Data kinerja yang 

dikumpulkan telah 

mendukung capaian 

kinerja yang 

diharapkan. 

4. Pengukuran kinerja 

telah dilakukan secara 

berkala. 

5. Setiap level organisasi 

melakukan 

pemantauan atas 

capaian kinerja unit 

dibawahnya secara 

berjenjang. 

6. Pengumpulan kinerja 

telah memanfaatkan 

Teknologi ... 
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Teknologi lnformasi 

(Aplikasi). 

7. Pengukuran capaian 

kinerja telah 

memanfaatkan 
Teknologi Informasi 

(Aplikasi). 

3. Pengukuran 1. Penguk:uran Kinerja 

Kinerja telahmenjadi dasar 

telah dalam penyesuaian 

dijadikan pemberian/ pengurang 

dasardalam an) tunjangan 

pemberian kinerja/ penghasilan. 

Reward dan 2. Pengukuran Kinerja 
Punishment telahmenjadi dasar 
, serta 

dalampenempatan/ 
penyesuaia penghapusan Jabatan 
n strategi baik struktural 
dalam maupun fungsional. 
mencapai 

kinerja yang 

efektif dan 

efisien. 

3. Penguk:ur kinerja telah 

mempengaruhi 

penyesua1an 

(Refocusing) 

Organisasi. 

4. Pengukuran kinerja 

telah mempengaruhi 

penyesuai Strategi 

dalam. mencapai 

kinerja. 

5. Pengukur kinerjatelah 

mempengaruhi 

penyesuaian 
Kebijakan dalam 

mencapai kinerja. 

6. Pengukuran kinerja 

telah mempengaruhi 

penyesuaian Aktivitas 

dalam mencapai 

kinerja. 

7. Pengukuran kinerja 

telah mempengaruhi 

penyesuaian Anggaran 

f 
5tt 

- 
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dalam mencapai 
kinerja. 

8. Terdapat efisiensi atas 
penggunaan anggaran 
dalam mencapai 
kinerja. 

9. Setiap u nit/ satuan 
kerjamemahami dan 
peduliatas hasil 
pengukuran kinerja. 

10. Setiap pegawai 
memahami dan 
peduliatas hasil 
pengukuran kinerj a. 

3. Pelaporan 1. Terdapat 1. Dokumen Laporan 

Kinerja Dokumen Kinerjatelah disusun. 

Laporan 
2. Dokumen Laporan 

yang Kinerjatelah disusun 
menggambark secara berkala. 
an Kinerja. 

3. Dokumen Laporan 
Kinerja telah 
diformalkan. 

4. Dokumen Laporan 
Kinerj a telah direviu. 

5. Dokumen Laporan 
Kinerja telah 
dipublikasikan. 

6. Dokumen Laporan 
Kinerja telah 
disampaikan tepat 
waktu. 

2. Dokumen 1. Dokumen Laporan 

Laporan Kinerjadisusun 

Kinerja telah secara Berkualitas 

memenuhi dengan standar. 

Standar 2. Dokumen Laporan 
menggambar Kinerja telah 
kan Kualitas mengungkap seluruh 
atas informasi tentang 
Pencapaian pencapaian kinerja. 
Kinerja, 
informasi 
keberhasilan 

/ kegagalan 

kinerja ... 
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kinerjaserta 

upaya 

perbaikan/ 

penyempurn 

aan nya. 

3. Dokumen Laporan 

Kinerja telah 

menginfokan 

perbandingan 

realisasikinerj a 

dengan target 

tahunan. 

4. Dokumen Laporan 
Kinerja telah 

menginfokan 
perbandingan 
realisasikinerja 

dengan targetjangka 

menengah. 

5. Dokumen Laporan 

Kinerja telah 

menginfokan 

perbandingan 

realisasikinerja 

dengan realisasi 
kinerja tahun-tahun 

sebelumnya. 

6. Dokumen Laporan 

Kinerja telah 

menginfokan 

perbandingan 

realisasikinerja 

dengan realiasi 
kinerja di level 

nasional/ 
internasional 

(BenchmarkKinerja). 

7. Dokumen Laporan 

Kinerja 
telahmenginfokan 

kualitas atas 

capaian kinerja 

beserta upaya nyata 

dan/atau 
hambatannya. 

8.Dokumen ... 
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8. Dokumen Laporan 

Kinerja telah 

menginfokan 

efisiensi atas 

penggunaasumber 

dayadalam 

mencapai kinerja. 

9. Dokumen Laporan 
Kinerja telah 

menginfokan upaya 
perbaikan dan 

penyempurnaan 

kinerjake depan 

(Rekomendasi 

perbaikan kinerja). 

3. Pelaporan 1. lnformasi dalam 

Kinerja telah laporankinerja 

memberikan selalu menjadi 

dampak perhatian utama 

yang besar pimpinan 

dalam (Bertanggung 

penyesuaian Jawab). 

strategi/ 2. Penyajian informasi 
kebijakan 

dalamlaporan 
dalam 

kinerja menjadi 
mencapai 

kepedulian seluruh 
kinerja pegawai. 
berikutnya. 

3. lnformasi dalam 
laporan kinerja 

berkala telah 
digunakan dalam 

Penyesuaian 

aktivitasuntuk 
mencapai kinerja. 

4. Informasi dalam 

laporan kinerja 

berkala telah 

digunakan dalam 

Penyesuaian 
penggunaan 

anggaran untuk 

mencapai kinerja. 

5. lnformasi dalam 

laporankinerja telah 

digunakan dalam 

evaluasi pencapaian 

keberhasilan ... 
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keberhasilankinerja. 

6. Informasi dalam 

laporankinerja telah 

digunakan dalam 

penyesuaian 

perencanaan kinerja 

yang akan dihadapi 

berikutnya. 

7. Informasi dalam 

laporan kinerja 

selalu 

mempengaruhi 

perubahan budaya 

kinerja organisasi. 

4. Evaluasi 1 .  Evaluasi 1. Terdapat pedoman 

Akuntabilitas Akuntabilitas teknis Evaluasi 

Kinerja Kinerja AKIP Internal. 

Internal Internal telah 
·- 

dilaksanakan 
2. Evaluasi AKIP 

Internal telah 

dilaksanakan pada 

seluruh unit kerja/ 

perangkat daerah. 

3. Evaluasi AKIP 

Internal telah 

dilaksanakan secara 

berjenjang. 

2. Evaluasi 1. Evaluasi AKIP 

Akuntabilitas Internal telah 

Kinerja dilaksanakan sesuai 

Internal telah standar. 

dilaksanakan 
2. Evaluasi AKIP 

secara Internal telah 
berkualitas dilaksanakan oleh 
dengan 

SDM yang 
SumberDaya 

memadai. 
yang 

memadai. 3. Evaluasi AKIP 

Internal telah 

dilaksanakan 

dengan pendalaman 

yangmemadai. 

4. Evaluasi AKIP 

InternaJ 4. Evaluasi .. . 

dilaksanakan pada 

seluruh unit kerja/ 

perangkat ... 
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perangkat daerah. 

5. Evaluasi AKIP 

Internal telah 

dilaksanakan 
menggunakan 

Teknologi Informasi 
(Aplikasi). 

3. Implementasi 1. Seluruh 
SAKIP telah rekomendasi atas 

meningkat hasil evaluasi AKIP 

karena internal telah 

evaluasi ditindaklanjuti. 

Akuntabilitas 
2. Telah terjadi 

Kinerja 
peningkatan 

Internal 
Implementasi SAKIP 

sehingga 
dengan 

memberikan 
melaksanakan 

kesan yang 
tindak lanjut atas 

nyata 
rekomendasi hasil 

(dampak) 
evaluasiAKIP 

dalam 
internal. 

efektifitasdan 

efisiensi 

Kinerja. 

3. Hasil Evaluasi AKIP 

Internal telah 

dimanfaatkan 

untuk perbaikan 

dan peningkatan 

akuntabilitas 
kinerja. 

4. Hasil dari Evaluasi 

AKIP Internal telah 

dimanfaatkan dalam 
mendukung 

efektifitas dan 

efisiensi kinerja. 

5. Telah terjadi 
perbaikan dan 

peningkatan kinerja 

dengan 

memanfaatkanhasil 

evaluasi AKIP 

internal. 

2. Evaluator ... 
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2. Evaluator AKIP 

Pelaksana evaluasi AKIP adalah APIP yang ditunjuk 

melalui Surat Perintah Tugas dari Bupati untuk 
melaksanakan evaluasi AKIP. Tim Evaluator AKIP 

setidaknya terdiri dari Penanggung Jawab, Wakil 

Penanggungjawab, Supervisor (Pengawas), Ketua Tim, dan 

Anggota Tim yang akan membagi tugas melaksanakan 

evaluasi AKIP dengan mengisi LKE dan menyusun LHE, 

serta menyampaikannya kepada pihak yang dievaluasi 

(Evaluatan). 

Setiap kriteria yang dinilai pada LKE ini 

membutuhkan "Professional Judgements" dari evaluator 

karena terkait dengan penilaian kualitatif. LKE disusun 

dengan maksud sebagai kertas kerja evaluator dalam 

melakukan pengumpulan, penilaian, analisis, serta 

penyimpulan data dan informasi. 

3. Evaluatan AKIP 

a. Evaluatan AKIP terdiri dari perangkat daerah di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao. 

b. Evaluasi AKIP dapat dilakukan secara menyeluruh 

terhadapsemua perangkat daerah atau melalui uji petik 

(sampling). 

c. Unit/satuan kerja yang diuji petik (sampling) untuk 

dievaluasi disesuaikan dengan kebutuhan minimum 

dalam pencapaian predikat AKIP, sebagai berikut : 

I) Target predikat C dan D, tidak perlu penilaian 

sampling unit kerja karena fokus perbaikan adalah 

pada level "Pusat"; 

2) Target predikat CC perlu sampling unit kerja yang 

ada pada "Klaster Utama" dengan jumlah sampling 

minimal 3 unit kerja; 

3) Target predikat B selain perlu sampling unit kerja 

yang ada pada "Klaster Utama dengan jumlah 

sampling minimal 3 unit kerja, juga perlu sampling 

unit kerja yang ada pada "Klaster Pendukung" 

dengan jumlah sampling minimal 3 unit kerja, dan 

rata-rata sampling unit kerja pada "Klaster Utama" f 
harus minimal "Baik (Rata-rata B); 

4) Target predikat BB selain perlu sampling unit kerja 

yang ada pada Klaster Utama" dan "Klaster 1 

Pendukung" dengan jumlah sampling masing-masing 

minimal 3 unit kerja, juga perlu sampling unit kerja 

yang ada pada "Klaster Tambahan dengan jumlah 

sampling minimal 3 unit kerja, dan nilai rata-rata 

sampling unit kerja pada "Klaster Utama" harus 

minimal .. . 
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minimal "Sangat Baik" (Rata-rata BB); 

5) Target A selain perlu sampling unit kerja yang ada 
pada seluruh klaster unit kerja, dengan jumlah 
sampling masing-masing minimal 3 unit kerja, 
nilai rata-rata sampling unit kerja pada "Klaster 
Utama" harus minimal "Memuaskan (Rata-rata A) 
dan nilai rata-rata sampling unit kerja pada "Klaster 
Pendukung" harus minimal "Sangat Baik" (Rata-rata 
BB); dan 

6) Target predikat AA selain perlu sampling unit kerja 
yang ada pada seluruh klaster unit kerja, dengan 
jumlah sampling masing- masing minimal 3 unit 
kerja, nilai rata-rata sampling unit kerja pada 
seluruh klaster harus minimal "Memuaskan (Rata­ 
rata A). 

d. Daftar klaster untuk sampling perangkat daerah/unit 
kerja dalam evaluasi AKIP sebagai berikut : 

1. Perencanaan 1. Tenaga Kerja; 1. Komunikasi dan 
Pembanguna 2. Pemberdayaan 

informatika; 
n Daerah; perempuan dan 2. Statistik; 

2. Pengawasan perlindungan 
3. Persandian; 

internal; anak; 

3. Pendidikan; 3. Pengendalian 
4. Kearsipan; 

4. Kesehatan; penduduk dan 5. Kesekretariatan; 
keluarga 6. Kepegawaian; 

5. Pekerjaan berencana; 
Umum dan 7. Keuangan; 

Penataan 4. Pangan; 
8. Aset (Barag 

Ruang; 5. Pertanahan; Milik Daerah); 

6. Perumahan 6. Lingkungan 9. Rumah Sakit; 
rakyat dan Hidup; 
Kawasan 10. Pendidikan dan 

Pemukiman; 
7. Administrasi Pelatikan 

kependudukan 
7. Ketentraman, dan pencatatan 1 1 .  Kecamatan. 

ketertiban, sipil; 

dan 
8. Pemberdayaan 

perlindungan masyarakat 
masyarakat; dandesa; 

t· 8. Sosial; 
9. Perhubungan; 

9. Pertanial 10. Koperasi, $ (pilihan); usaha kecil dan 
10. Kelautan dan menengah; 

Perikanan 1 1.  Penanaman 
(Pilihan); Modal; 

1 1.  Perindustrian 12. Kepemudaan 
(Pilihan); _dan olah raga; 

--- -��---· ---- 

12.Pariwisata ... 
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12. Pariwisata 13. Perpustakaan; 
(Pilihan); 

14. Kebudayaan; 
13. Perdagangan. 15. Kehutanan; 

16. Energi dan 
Sumber Daya 
Mineral; 

17. Transmigrasi. 

AA (Bobot nilai Jika kualitas seluruh kriteria telah 
100) terpenuhi(100%) dan terdapat upaya 

inovatif serta layak 

menjadi percontohan secara nasional. 

A (Bobot nilai 90) Jika kualitas seluruh kriteria telah 

terpenuhi 

(100%) dan terdapat beberapa upaya 

yang bisadihargai dari pemenuhan 

kriteria tersebut. 

BB (Bobot nilai Jika kualitas seluruh kriteria telah 

80) terpenuhi 

(100%) sesuai mandat kebijakan. 

B (Bobot nilai 70) Jika kualitas sebagian besar 

kriteria telahterpenuhi (>75%-100%). 

CC (Bobot nilai Jika kualitas sebagian besar 

60) kriteria telah 

terpenuhi (>50%-75%). 

C (Bobot nilai 50) Jika kualitas sebagian kecil kriteria 
telah 

terpenuhi (>25%-50%). 

D (Bobot nilai 30) Jika kriteria penilaian 

akuntabilitas Kinerja 

telah mulai dipenuhi (>0%-25%). 

4. Pengisian LKE AKIP 

Penilaian dilakukan pada sub-komponen evaluasi 
AKIP, dan setiap sub-komponen dinilai berdasarkan 
pemenuhan kualitas dari kriteria. Sub-komponen akan 

dinilai dengan pilihan jawaban AA/ A/BB/B/CC/C/D/E, 
jika kondisi atau gambaran kriteria sesuai dengan 
gradasi nilai sebagai berikut: 

E (Bobot ... 
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E (Bobot nilai 0) Jika sama sekali tidak ada 
upaya dalam Pemenuhan kriteria 
penialaian akuntabilitas 

kinerja. 

- 

Setiap sub-komponen kriteria yang telah diberikan nilai 
dalam pemenuhan kriteria harus dilengkapi dengan 
catatan berupa keterangan beserta bukti daftar dokumen 
yang mendukung dan relevan. Nilai pada sub-komponen 
yang telah terisi akan terakumulasi sehingga diperoleh 
nilai total (hasil akhir) di setiap komponen. 

5. Penyimpulan Data dan Informasi setelah Pengisian LKE 

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen­ 
komponen memberikan gam.baran tingkat AKIP, dengan 
kategori predikat sebagai berikut: 

. P r e t i  t i  ·  · I n t e r p r e t a t  

AA  Sangat Memuaskan 

(Nilai > 90 --100) Telah terwujud Good Governance. 

Seluruh kinerja dikelola dengan sangat 
memuaskan di seluruh unit kerja. Telah 
terbentuk pemerintah yang yang 
dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). 

Pengukuran 

kinerja telah dilakukan sampai ke leve 
individu. 

A Memuaskan 

(Nilai > 80 - 90) Terdapat gam.baran bahwa 
instansi pemerintah/unit 

kerja dapat memimpin perubahan dalam 
mewujudkan pemerintahan berorientasi 
hasil, karena pengukuran kinerja telah 
dilakukan sampai ke level eselon 

4/Pengawas/ 

Subkoordinator. 

BB (Nilai > 70-... 80) .. 
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BB Sangat Baik 

(Nilai > 70 - 80) Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat 
baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit 
kerja utama, maupun unit kerja 
pendukung. Akuntabilitas yang sangat 
baik ditandai dengan mulai terwujudnya 
efisiensi penggunaan anggaran dalam 
mencapai kinerja, memiliki sistem 
manajemen kinerja yang andal dan 
berbasis teknologi informasi, serta 
pengukuran kinerja telah dilakukan 
sampai ke level eselon 

3 / koordinator. 

B Baik 

(Nilai > 60 - 70) Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah 
baik pada 1/3 unit kerja, khususnya 
pada unit kerja utama. Terlihat masih 
perlu adanya sedikit perbaikan pada unit 
kerja, serta komitmen dalam 
manajemen kinerja. Pengukuran kinerja 
baru dilaksanakan 

sampai dengan level eselon 2/unit kerja. 

CC Cukup (Memadai) 

(Nilai > 50 - 60) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup 
baik. Namun demikian, masih perlu 
banyak perbaikan walaupun tidak 
mendasar khususnya akuntabilitas 
kinerja pada unit kerja. 

C Kurang 

(Nilai > 30 - 50) Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang 
dapat diandalkan. Bel um 

terimplementasi sistem manajemen 
kinerja sehingga masih perlu banyak 
perbaikan mendasar di level pusat. 

D Sangat Kurang 

• 

(Nilai > 0 -  30) Sistem dan tatanan dalam AKIP sam.a 
sekali tidak dapat diandalkan. Sam.a 
sekali belum terdapat penerapan 
manajemen kinerja sehingga masih 
perlu banyak perbaikan/perubahan yang 
sifatnya sangat mendasar, khususnya 

dalam implementasi 

SAKIP. 

6. Pemantauan ... 
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6. Pemantauan Berkelanjutan 

Untuk menjaga obyektivitas dalam penilaian, perlu 
dilakukan reviu secara berjenjang atas proses dan hasil 
evaluasi dari tim evaluator dengan pengaturan sebagai 

berikut: 

a. Reviu tingkat 1 dilakukan di masing-masing tim 

evaluator oleh supervisor tim; 

b. Reviu tingkat 2 dilakukan dalam bentuk forum panel f 
seluruh tim evaluator, terutama untuk menentukan 4 
standarisasi nilai dan penetapan kategori hasil T 

evaluasi. 

BAB V .... . . •. . . . . . . •• .  
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BABV 

PELAPORAN DAN PENGOMUNIKASIANHASIL 

EVALUASI AKIP 

Setiap surat _tugas yang d.iterbikan untuk pelaksanaan 
evaluasi AKIP harus menghasilkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) 
dan Laporan Hasil Evaluasi (LHE). LHE AKIP disusun berdasarkan 
berbagai hasil pengumpulan data dan fakta serta analisis yang 
telah didokumentasikan dalam LKE. LKE tersebut berisi fakta dan 
data yang dianggap relevan dan berarti untuk perumusan temuan 
permasalahan serta saran dan rekomendasi perbaikan 
peningkatan AKIP. Data dan deskripsi fakta ini d.itulis kemud.ian 
dianalisis (pemilahan, pembandingan, pengukuran, dan 
penyusunan argumentasi) sampai pada simpulannya dalam LHE. 
Pada perangkat daerah/unit kerja yang sudah pernah dievaluasi, 
pelaporan basil evaluasi diharapkan menyajikan informasi 
tindak lanjut dari rekomendasi tahun sebelumnya, sehingga 
diperoleh data yang dapat diperbandingkan dan dapat diketahui 
perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan. 

Format LHE, selain bentuk surat (short-form), juga dapat 
berbentuk bab yang d.ikenal dengan bentuk penyajian yang 
panjang (long-form). Secara garis besar, penyusunan LHE AKIP 
dapat disampaikan seperti berikut: 

1. Pendahuluan 

a. Dasar Hukurn Evaluasi; 

b. Latar Belakang Evaluasi; 

c. Tujuan Evaluasi; 

d. Ruang Lingkup Evaluasi; 

e. Metodologi Evaluasi; 

f. Gambaran Umurn Perangkat Daerah/Unit Kerja; 

g. Gambaran Umurn Implementasi SAKIP Perangkat 
Daerah/Unit Kerja; dan 

h. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya (jika 

periode sebelurnnya d.ievaluasi). 

2. Gambaran Hasil Evaluasi 

a. Kondisi, berupa gambaran 
kekurangan tentang kondisi 
dampak keberhasilan pada: 

1) Evaluasi atas Perencanaan Kinerja; 

2) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja; 

3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja; 

4) Evaluasi.. .. 
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4) Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal; 

5) Evaluasi atas Capaian Kinerja. 

b. Rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan 

3. Penutupan 

a. Simpulan; 

b. Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik. 

BAB VI .. . . . . . . . . . • . . . . .  
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BAB VI 

PENUTUP 

Evaluasi AKIP merupakan bagian dari siklus manajemen 
kinerja perangkat daerah/unit kerja. Dengan ditetapkannya 
Petunjuk perlaksanaan evaluasi AKIP ini, diharapkan para 
evaluator dapat memiliki acuan yang sama dalam melaksanakan 
evaluasi. Namun demikian, diharapkan para evaluator juga dapat 
menggunakan inovasi-inovasi baru, serta dapat mengembangkan 
secara terus- menerus metode dan teknik evaluasi AKIP yang lebih 
optimal dan lebih efisien. 

Pada akhirnya keberhasilan pelaksanaan evaluasi AKIP 

diharapkan dapat mewujudkan tujuan dari implementasi SAKIP itu 
sendiri, yaitu meningkatnya kinerja perangkat daerah/unit kerja 
serta meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah/unit kerja 
terhadap kinerjanya. 

TE NDAO, f- 

---- NING-BULLU 

LAMPIRAN II . 
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LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI ROTE 

NDAO NOMOR TAHUN 

2023 TENTANG PETUNJUK 

PELAKSANAAN EVALUASI 

AKUNTABILITAS KINERJA 

INSTANSI PEMERINTAH 

KABUPATEN ROTE NDAO 

TAHUN 2023. 

HASIL EVALUABI AKUNTABILITAS KINER.JA (PERANGKAT DAERAH) 
TAHUN 202X 

• 

Kompoa:/Sub 

Komponen/iriteria 

Bobot 

Tahun 

Sebelumnya 
202­ 

Nilai Akuntabilitas 
Kinerja 

No Cata tan 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

No Rekomendasi 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

LEMBAR KERJA ........ 
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LEMBAR KERJA EVALUASI GABUNGAN 

0,00% 

0,00% 

0,00 

0,00 

Nilai Akuntabilitas 
Kinerja 

0,00 

0,00 

Nila± Unit 

0,00 0,00 0,00 Belum 
Diisi 

Diisi 

9,00 

Unit Unit 
Bobot Unit 

Utama Pendukung Tambahan 

73 8 4 2 g r  kt#" 
3 2)  E  IS  EE  YEE)  

Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik 

yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, 
menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, 
serta memperhatikankinerja bidang lain (crosscutting) 

No Komponen/Sub Komponen/Kriteria 

., 

1.a]Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia 

1.c Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil 
yang Berkesinambungan 15,00 Belum 

Diisi 
0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 9,00 Belum 0,00 0,00 0,00 
0,00 

Diisi 0,00 

15,00 Belum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Diisi 

38EE? E. R t  •  
i+ts . ... ewe 

z: 
• c 

.. 

• 
3 . . 

• ··1 

Bclum 0,00 0,00 0,00 0,00 
Diisi 

4,50 Belum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Diisi 

7,50 Belum 0,00 
Diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 

... 
.. 

t e e . s e e  ·.- ... ·, .,._:·./ .. ;, " ' ie 
e 

,, 0 %  -·�·-··· 
Belum 0,00 0,00 0,00 0,00 
Diisi 

Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian 
Punishment, serta penyesuaian strategi dalam 

. . . 

Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam Mewujudkan 
Efektif dan Efisien dan telah dilakukan sccara 

an 

.a] 'er lepat men tporan yang menggam) erja 

3. ·lah memberikan dampak yang besar dalam 
/kebijakan dalam mencapai kinerja 

rE.ESL.ZCELIE; 
.a 'uasi nt itas erja Intern te 

3.b/Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar 
menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi 
keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ 

LKE. . . .8 . .  
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4.b Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara 
7,50 Belum berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai 0,00 0,00% 

Diisi 0,00 0,00 0,00 0,00 
4. Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi 
C Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang 12,50 Belum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

n ata dampak dalam efektifitasdan efisiensi Kin a Diisi 

Nilai 0,00 
Akuntabilitas 

Kinerja 

LKE ........ 
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- . . :  . . S h , E , E T  

z%. 
4  

,  

$ . 8 % %  

- t g i t 5 # e t , t i t  

# [ . #  
.. p  

re e. r t e« t e e 2 e t  ' , e i "  

lebih baik. 

u dica 

6,00 

tepat pu 

7!Pimpinan terli it dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan. 
8] Pegawai berk mitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan. 
9] Kinerja  individu telah selamas dengan kinerja organisasi 
] ? 8 e '  

3]Rencana aksi kine day tt t. iis karena c ja selalu dipantau secara berkala. 
4]Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan " e rj a  yang ditetapkan dari hail analisis perbaikan 

sebelurnya. 

5]Terd t urnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/'hasil 
6[Setiap unit/satuan kerjan berkomitmen dalam mencapai erja ye direncanakan. 

barkan Kebutuhan atas se 
Sasaran) kondiai kinerja yang akan 

6] r Kinerja) te 

3\ Dokumen Perencanaan 
41 Kualitas Rurusan Hail 

9]Perencanaan kinerja dapat meml formaai hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan 
aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting)­ 

8j8etiap 'P erja  menggamt ubungan yang rkeainambungan, serta 
elaras antara Kondisi,'Heil , .  .  level · ba tan  (  

5[Indikator Kinerja Utara (IKU] telah me tams yang harus dicapai, tertuang 
secant Stat is) 

7 ble), menan 

1lTerday teknis penguk mpulan data erja. 
2Ter cara mengukur indikaior kirerja. 
3lTer ita kinerja yang dapat diandslkan. 

Kinerja. 
tandar yang hail, ynitwit. recap«al 

heal, deign lrrss lharj« yang 8NAT, ianggpa.lei penyel.run [echo 
dlatlg lrvel sere lei, eirt rrperhuctllcun ldrnrj brldsung lain (ore ratting 

la [Ferer cans irj tel.h dlirfatlas ntal ra 
Berlolrh tag.n 

2.[Pengurran lirja tels.h dilalru.lea 

Kriteria: 
I 

21 Do 

Kriteria: 
1 litetap telah mengcu da Kinerja 
2\Aktivita yang dilaksanalan tel dukung Kinerja 

LKE ........  
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8[Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan detail kinerja dalam keberhaailan/kegagalan mencapai target kinerja. 

7'Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerje dengan realiasi kinerja di level 
nasional/internasional (Benchmark Kinerja). 

5/ Dokumen Lat ran Kin« telah me fokan analisis dan evaluasi realisaai ia den tar s ·t  menen 

6Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisaai kinerja tahun-tahun 
se belumnya. 

la 

DHad 

4,60 

Jabatan baik struktural msupun f 

Jpengurangan) 

Agenbrhr.n lalite at 

lgagglen livenrje srts spay 

utusan [Decision men 

man telah diformalkan. 
men Laporan sun tecare 

8\Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas keberhasilan/kegagalan mencapai target 
kinerja beserta u ra nyata dan/atau hambatannya. 

9] Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai 
kinerja. 

Laporan tel tp ch formaai tentang pencapaian ja. 

4fDokcumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluai realissi kinerja dengan target tahunan. 

4) kinerja unit dibawahnya 

5] Pen  ulan  data liner car telah memanfaatkan Teknologi Informasi 

0]Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan 

(Rekomendasi perbaikan kinerja]. 

3 . [galore.  Kirje  Rew.rd  danPishment, rt 

e [ponyralan stratei erje yang efeltif dn efae 

LKE . 

42 



I 

' . : : 

3.a0$.#it.sires 
. , , 8 $ S 5 5  

;  tr 
2 . c t 8 .  

i j g s # j e s t s .  

I  

memadai. 

6 Info : ± z 7 

{informasi ja sclalu menjadi rhatinn utama · ([Bertanggu 

2[Penyajian ran kinerja me lulian seluruh pegawai. 
3]Informasi berkala telah dalam uzian aktivitas untuk m 4]Informasi dalam uporan kinerja bericala telah dalam penyenuaian peoggunaan kins 5[Informaai laporan +· telsh evaluasi ncap keberh kinerja 

1 Evaluasi Akrun 

. . . 2]Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut ates rerkomendasi hail evaluaai [tie,y,st 
akuntablitas Kinerja internal. t t  s  

2\  Evaluasi 

3 luasi Akuntab" 

4 'we.deal  
b  lbrlrallti drgt.n mer.l ad  

4 . [lr p  valanl 

¢ [iarja lt«al e.hinge erhrllsn let yaAg myat (le.pa.lj dala f lefter dsen 

fled ire 

1Selurul rekomendaai tas hasil evaluasi akuntablitas kine ja internal tclh ditindaklaniuti. 

f-..,!+::;;:,:=::,....::�=an=·=-�:;':..i="'=· .:!":;"='c:�=ta=!=?:::,::::::�.::;·tas=::,.:Kinerja:;··==ln,.temalc..,ln,,te::::::..i:;Wt:::..'";;d=�::::.:dim::' ==-=::::::;tkan::un�tuk..:d::•::Ja::'":::..;'";:::end::::,ukunc::den=::,e,.:•=fektifi=;;:•.:==n.:dekun::an::..:cfi::ta::111Cn::M=i':":.· .:kin::' =·•:;'l,:·•=-➔:_i .. :�.�;,,,,.*,�.:_.·,_.;_�_!::·_�.:;_�.:-• .. �.r_.t_:.��---··���-� 
5]Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akcuntablitas kinerja internal. t. g. _  

LKE .. . . . . . .  
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LKE Perangkat Daerah/Unit Ker]a 

18,0 
0 

apeat lo) en perencanaan itas yang m 
t lolumen perencanaan anggaran yang mer kinerja. 

Dolce Forenoons linear#e telsh set.hi stander yang bell, yaitntuh memosped 
al, deg alrran hlrje yang SAT, igpir val pyslurs (acdf./ 
di tip lerel soars logs, art iaperhtiler hranje bldg leln (ere 1tting 

I[Betiap rwai merumus menctapkan Perencanaan Kinerja. 
1. [Peron.mar.n lnrj telah dlrn fatlnn ant mewufdlan hell yang 
e 'lrleel ban 

9[ Perencanaan  kinerja  dapat memberilan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahlaan altivitas antar 
bidang/dengan tugas dan fungi lain yang berkaitan (Crosscutting. 

h [Setias unit/'satuan merumuakan dan m enetap kan  Perencanaan Kinerja. 

5]Indilator Kinerja Utama ([KU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang eecara 
berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam I periode Perencanaan Stntrgin). 

7l T  ·ta p »kan  dalam Perencanaan >  da p t  (achieva b le) ,  menant dan realistis. 
B[etiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungnan yang berkesinambungan, serta selaras antara 

Kondiai/ Hail yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading). 

3jDokumen Perencanaan Kinerja telah atas Kinerja sebenarny lu dicapai. 
41Kualitas Rumuean Hail iuan, Sasaran) telah las me kondiai 
6) Uuran  Kel  tor telah memen iteria SMART 

Kriteria; 

1\Do} Kinerja  te 
Do]  Perencanaan Kinerja te 

1 

• 

6/Sctiap unit/satuan kerja memahami dan pcduli, scrta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan. ,RE,,,,, ' ,  [  
T[Setiap egawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakcan. , - 0 '  '  

[  [neuron  Hen Ta@@po.J.st.1.4  
2. engulrurin Kinerja telah [ 6 , 00 f  ]  Bolan  

LKE . 

44 
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le 

sis 4,80 

9,00 

tor kinerja. 
t diandalkan. 

alltas at 

rte pays 

an cara m 

ulan data kinerja 

oman 

t mekanisme 

t 

4 

5 

2[ Pengukuran  Kin¢tja  telah  renjadi  dasar  dalam  penempatan/ penghapan Jabatan baik struktural 

5Setiap organisasi mel pemant uan at pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang. 

6[ Pen  Te  usi) 
7 tkan 

3 
4 

1 Do k  rkualitas sesuzi lengan standar 
2 Dol  tp  seluruh inforasi tentang pencapaian rja. 
3\ Del  perbandingan realisasi kinerja dens target tahunan. 
4Dokumen Lar ran Kiner ia telah men fokan ding n realisaai kine de t mer 
[Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun 

se belumny . 

1, Pimn pinan  selalu 
2l • • 

tepat 
3, [Dolsen porn rota.hi tinder monggnsbarloan 
b [cpale le.je, iafomat lobrhall/leggpalen linerje 

f 

a \regal deer dales pen) r Punish«t, erta 

tratei delm pal lhtrji yang efeltif dan felon 

1 telah dasar dalam Iberian 

a [regalrs irj toleh iojli leebrtha dle waffles lerjemtrs fhttf das 

h Jeter dst tea.h diledrlet tori brjejetg d brhelnfatan 

6] Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level 

I nasional/internasional {Benchmark Kinerja). 

7'Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau , » 

LKE ....... .  

45 



■ 

ham batannva. 
8/Dokumen La man telah mu fol efisiensi atas nsan umber da dalam mencar kim ia. 

9]Dokumen Laporan Kinerja trlah menginfokan upaya perba~kan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi 
perbaikan kinerja). 

aktivitas untuk mencar kineria. 
penggunaan anggaran untuk mencapai 

:. ja yang akan dihadapi 

4. [implementsl 8AIP _ eplght  . . httn,h en rje  lateral  
°  [ehinge  raberlan  lifts  den  «fetal  leerje  

4 d e  

1/Seluruh rekomendaai atas hasil evsluaai akuntablitas kinerja internal telah ditindaklanjuti. 
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